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A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat diambil 

kesimpulan:  

1. a. Untuk UNCLOS 1982 

Ketentuan yang terpenting dari konvensi yang menyangkut pencemaran laut, 

di tetapkan oleh Pasal 24 UNCLOS I yang menyatakan setiap negara wajib 

mengadakan peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan 

oleh eksploitasi dan eksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang berlaku.  

Untuk Konvensi Hukum Laut 1982 ini, hanya akan dibahas ketentuan-

ketentuan yang terpenting yang mengatur kewajiban-kewajiban negara untuk 

melindungi dan memelihara lingkungan lautnya. Ketentuan umum tentang kewajiban 

suatu negara untuk melindungi dan memelihara lingkungan lautnya terdapat pada 

Pasal 193 UNCLOS III yang berbunyi:  

“states have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to 

their environmental policies and in accordance with their duty to protect and 

preserve the maritime environment.” 

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 secara lengkap mengatur perlindungan dan 

pelestarian lingkungan laut (protection and preservation of the marine environment) yang 

terdapat dalam Pasal 192-237. Pasal 192 berbunyi : yang menegaskan bahwa setiap Negara 

mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. 

B. Saran  
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1. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban terhadap apa yang berada di bawah 

yurisdiksi mereka. Dalam hal terjadinya pencemaran laut, hukum yang berlaku adalah 

hukum nasional masing-masing negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 

internasional yang berlaku. Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi 

dan melestarikan lingkungan laut. Hal itu berarti bahwa negara-negara harus 

mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mungurangi dan 

mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil 

tindakan-tindakan tersebut, negara-negara harus bertindak sedemikian rupa sehingga 

tidak memindahkan kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain atau 

mengubah suatu jenis pencemaran lain.  

2. Masyarakat yang ada di wilayah laut perbatan negara menitoring, dan 

memperhatikan jika ada gejalah dan atau pencemaran lingkungan laut untuk 

mencegahnya dan atau secepatnya melaporkan pada pihak yang terkait untuk diambil 

tindakan. Agar masyarakat, badan usaha lainnya dalam melaksanakan kegiatan 

ekonomi yang terkait dengan kegiatan di perairan memeperhatikan hal yang bisa 

mencemarkan perairan (laut) dan menjaga ekosistem laut agar tidak tercemar yang 

dapat membahayaka sumber daya alam hayati dan nonhayati dan atau mengamcam 

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 
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